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BABAIV
ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP JUAL
BELI TANAH YANG BERSENGKETADI JL. KEPUTIH 67, SUKOLILO

SURABAYA

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli yang Bersengketa di Jl.
Keputih 67, Sukolilo Surabaya

Sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan bab
sebelumnya bahwa kasus jual beli tanah yang bersengketa di Jl.
Keputih 67, Skolilo Surabaya tentang tanah tambak yang diserobot
persil 67 yaitu di mana tanah milik Ibu Hj. Mu’minah persil 67 luas
14.100 m®, yang dserobot oleh Bapak H. Nurkhasan. Terjadi pada
tahun 1997/1998.

Setelah itu bapak H. Nurkahasan meninggal dunia, tanah
tersebut kemudian dijual oleh ahli waris Bapak H. Nurkhasan yaitu H.
Abd. Rochim kepada H. Mustofa/ Bapak Topo dia meninggal dunia,
terjadi pada tahun 1990/1991. Perlu diketahui bahwa H. Abd. Rochim
Menjual tanah tersebut karena dia sudah mengetahui riwayat tanah
tersebut, bahwa Bapaknya H. Nurkhasan menyerobot tanah milik ibu
Hj. Mu’minah.

Ahli waris dari bapak H. Nurkhasan yaitu mengatakan bahwa
bapaknya tidak menyerobot atau mencuri tanah tambak milik ibu Hj.

Mu’minah tetapi bapak memperoleh tanah tersebut dari membeli, tapi
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membelinya di bapak lurah yaitu bapak Abd. Salam, anehnya lagi
dalam transaksi tersebut tidak ada saksi mapun buti kwitansi yang
menunjukkan peralihan hak milik.

Setelah tanah itu dimiliki H. Mutofa / Bapak Topo meninggal
dunia, pasca H. Mustofa / Bapak Topo meninggal dunia dan dia tidak
memiliki ahli waris, tanah tersebut tiba-tiba berpindah ke Bapak H.
Hadori, beberapa bulan kemudian berpindah lagi ke Bapak H. Ahmad
Yani terjadi pada tahun 2000. Paca perpindahan tersebut H. Yani
langsung melakukan manufer untuk menguruk tanah tambak tersebut
untuk dijadikan lahan bisnis, jual beli tanah kavling.

Analsiss dari kasus tersebut memang pada zaman dulu, Hj
mukminah dan anak-anaknya belum mengerti tentang hukum
pertanahanm sehingga terjadiny penyerobotan tanah. Kurangnya
pengawasan dari Hj. Mu’minah sebagai pemilik tanah tambak yang
sah membuat para pemilik tambak lainnya menjadi serakah, serta
peran pemerintahan kelurahan setempat yang menuupi kejadian
peneyerobotan tersebut membuat celah para pencuri tanah untuk
melakukan rekayasa surat-surat tanh yang dirubah menjadi bukti-
bukti yang sah.

Dari kasus tersebut di atas, Hukum Islam dalam hal ini menilai
bahwa tidak sahnya jual beli di mana awal terjadinya pencurian atau
penyeroboan taah oleh H. Nurkhasan yang kemudian meninggal

diwariskan kepada Anaknya H. Abd. Rochim , beliau mengakui bahwa
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dia tidak mencuri tapi membeli kepada pak lurah Abd. Salam, senilai
500.00 pada tahun 1977/1978 dan beliau ingin menngembalikan uang
tersebut, karana Hj. Mu’minah tidak setuju karana tidak sesuai
dengan harga tanah sekarang, terlebih juga H. Nurkhasan Sudah
mnyerobot tanahnya, di samping itu tidak ada bukti kuitansi tanda
pembelian tanh dari pak lurah dan tidak ada saksi paa saat transaksi
tersebut, sehingga pemilik tanah tambak yaitu Hj. Mu’minah tidak
rela kalau tanah tambaknya diserobot oleh H. Nurkhasan dengan
alasan sudah terjadina transaksi jual beli.

Inilah yang menurut hukum Islam harus adanya syarat yaitu

saling rela,Allah berfirman:
s 2l 55 (8 53155 085 O ) Jely 1 a0l 1RE Y 15kl (ol gl g

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan
yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu’. (Q.S. An-
Nisaa’: 29).*

Rasulullah SAW bersabda:

Artinya :
Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan dengan suka rela.”
(HR. Ibnu Majah).”

% Departemen Agama RI, a/- Quran dan Tarjamahanya, 83.
95Muhmamaci bin Yazid Abu ‘Abdillah al-Qazwaniy disebut Ibnu Majah), Sunan Ibnu Majah juz
I, (Bairut: Dar al-fikr, t.t.),/737 no. 2185.
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Selain itu jual beli haruslah ada bukti catatatn dan saksi, secara
tegas dalam firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 282y ang

berbunyi:

2
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Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak
secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu
menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu
menuliskannya dengan benar.”

Setlah terjadinya kasus penyerobotan tersebut, tanah
serobotan tersebut dijual kepada pihak-pihak lainnya, ini juga menurt
hukum Islam tentu perbuatan keji, karena tanah yang bukan miliknya

di jual kepada orang lain tanpa akad maupun tanpa sezin pemilk

aslinya. Nabi shallallahu alaihi wasallam menjawab:

Artinya
Jangan engkau jual barang yang tidak engkau miliki! (HR. Abu
Daud).”

**Departemen Agama Ri, A/-Qur’an dan Terjemahannya, 48. _
°7 Abti Da’tid Sulayman ibn al-Ash‘ath al-Sijistani, Sunan Abu Daud, juz1l, (Bairut: Dar al-fikr,
t.t.), 305 no.3503.


http://catalog.hathitrust.org/Search/Home?lookfor=%22Ab%C5%AB%20D%C4%81%CA%BE%C5%ABd%20Sulaym%C4%81n%20ibn%20al-Ash%CA%BBath%20al-Sijist%C4%81n%C4%AB,%20817%20or%2018-889.%22&type=author&inst=
http://catalog.hathitrust.org/Search/Home?lookfor=%22Ab%C5%AB%20D%C4%81%CA%BE%C5%ABd%20Sulaym%C4%81n%20ibn%20al-Ash%CA%BBath%20al-Sijist%C4%81n%C4%AB,%20817%20or%2018-889.%22&type=author&inst=
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B. Analisis Hukum Positif Terhadap Jual Beli yang Bersengketa di J1.

Keputih 67, Sukolilo Surabaya

Dalam hukum positif yaitu hukum agraria dari kasus tersebut

setidaknya ada 3 (tiga) faktor penyebab sering munculnya masalah

sengketa tanah, diantaranya yaitu :

1.

Sistem administrasi pertanahan, terutama dalam hal sertifikasi
tanah, yang tidak beres. Masalah ini muncul boleh jadi karena
sistem administrasi yang lemah dan mungkin pula karena
banyaknya oknum yang pandai memainkan celah-celah hukum
yang lemabh.

Distribusi ~ kepemilikan  tanah  yang  tidak  merata.
Ketidakseimbangan dalam distribusi kepemilikan tanah ini baik
untuk tanah pertanian maupun bukan pertanian telah
menimbulkan ketimpangan baik secara ekonomi, politis maupun
sosiologis. Dalam hal ini, masyarakat bawah, khususnya petani
atau penggarap tanah memikul beban paling berat. Ketimpangan
distribusi tanah ini tidak terlepas dari kebijakan ekonomi yang
cenderung kapitalistik dan liberalistik.

Legalitas kepemilikan tanah yang semata-mata didasarkan pada
bukti formal (sertifikat), tanpa memperhatikan produktivitas
tanah. Akibatnya, secara legal (de jure), boleh jadi banyak tanah
bersertifikat dimiliki oleh perusahaan atau para pemodal besar,

karena mereka telah membelinya dari para petani atau pemilik
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tanah, tetapi tanah tersebut lama ditelantarkan begitu
saja.Ironisnya ketika masyarakt miskin mencoba memanfaatkan
lahan terlantar tersebut dengan menggarapnya, bahkan ada yang
sampai puluhan tahun, dengan gampanya mereka dikalahkan
haknya di pengadilan tatkala muncul sengketa.

Lebih detailnya Hukum apa yang ada di dalam hukum Islam,
terapat juga dalam hukum positif yaitu hukum agraria seperti kasus
di atas prinsip dalam pelaksanaan jual beli tanah menurut Samun
Ismaya’® ada beberapa hal yaitu :

1. Apabila pemilik tanah lebih dari satu orang maka diperlukan
persetujuan dari pemilik yang lain sebelum tanah yang
bersangkutan dijual kepada pihak lain. jika salah satu pemilik
tanah tidak mau atau ikut menjual maka pemilik lain tidak
diperbolehkan menjual tanah yang bersangkutan.

2. Apabila terjadi jual beli tanah tetapi pihak yang menjual ternyata
tidak berwenang (belum dewasa) maka pihak lain yang
berkepentingan bisa mengajukan pembatalan terhadap perjanjian
jual beli yang telah dibuat, demikian juga terhadap pembeli yang
belum memenuhi syarat sebagai subyek hukum (belum dewasa
atau dibawah pengampuan). Dengan kata lain perjanjian jual beli
tanah yang dibuat oleh para pihak yang belum memenuhi syarat

sebagai subyek hukum (belum dewasa atau dibawah

*® Samun Ismaya, Pengantar Hukum Agraria, (Yogyakarta: Graha Ilmu, Cet. I, 2011), 81-82.
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pengampuan). Dengan kata lain perjanjian jual beli tanah yang
dibuat oleh para pihak yang belum memenuhi syarat sebagai
subyek hukum walaupun yang bersangkutan merupakan orang
yang berhak atas tanah, maka perjanjian tersebut tidak syah dan
bisa dimintakan pembatalan.

3. Sebelum melakukan jual beli tanah perlu diperhatikan mengenai
obyeknya, apakah sudah bersertifikat atau belum. Dalam rangka
untuk menghindari dari segala sesuatu yang tidak diinginkan
seyogyanya tanah yang dijadikan obyek jual beli sudah
bersertifikat agar terjamin kepastian dan perlindungan
hukumnya.

4. Pada dasarnya jual beli tanah baru disebut dengan perbuaatan
sempurna, salah satunya penjual tnah merupakan pemilik tanah
yang bersangkutan. Sehingga jika ada pihak yang menjual tanah
padahal yang bersangkutan bukan sebagi pemiliknya, maka
secara hukum dianggap sejak semua tidak pernah terjadi jual beli
tanah.

Selain prinsip diatas, kasus tersbut juga melanggar syarat-
syarat jika dikatakan terjadinya jual beli yaitu :

1. Pembeli adalah orang yang berhak untuk mempunyai hak atas

tanah yang dibelinya. Hal ini tergantng pada subyek hukum dan

obyek hukumnya. Subyek hukum adalah status hukum orang yang

#%Samun Ismaya, Pengantar Hukum Agraria, (Yogyakarta: Graha Ilmu, Cet. I, 2011), 78-79.
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akan membelinya, sedangkan obyek hukum adalah hak apa yang
ada pada tanahnya. Misalnya, menurut Undang-Undang Pokok
Agraria, yang dapat mempunyai Hak Milik atas tanah Warga
Negara Indonesia tunggal dan badan-badan hukum yang
ditetapkan oleh pemerintah.'®

2. Tanah yang menjadi obyek jual beli adalah tanah yang boleh
diperjualbelikan atau tidak dalam sengketa. Adapun jenis hak atas
tanah yang dapat diperjualbelikan adalah tanah Hak Milik, Hak
Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai.

Tidak adanya perikatan mapun terjaidanya peralihan hak dalam
kasus tersbut, karna apabila ada perikatan atau perjanjiana jual beli
maka untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat dalam
pasal 1320 KUH Perdata :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;

4. Suatu sebab yang halal'”!

Selain itu skasus tersebut tidak ada kerelaan dari pemilik tanah
tambak untuk menjual tanah tambaknya karna syartnya harus ada

surat pernyataan kereelaan utuk menjual tanah tersebut, kuitansi

1% Indonesia Indonesia (1), Undang-Undang Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria,
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan
LembaranNegara Nomor 2043, Pasal 21.

'0'R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang Undang Hukum Perdata, (Jakarta: PT. Pratnya
Paramita, Cet. 37, 2006), 339
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pembayaran dan yang paling pentinga adalah bukti akta jual beli dn

saksi-saksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1967

Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 38 menjelaskan bahwa “Pembuatan

akta dihadiri oleh para pihak yang melakukan perbuatan hukum yang

bersangkutan dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang

saksi yang memenuhi syarat untuk bertindak sebagai saksi dalam

perbuatan hukum itu’.

Dijelaskankan pula secara keseluruhan akta jual beli memuat

keterangan mengenai :

l.

o

Para pihak yaitu Penjual, Pembeli dan saksi-saksi.

Keterangan bahwa mereka telah melakukan jual beli.

Keterangan mengenai obyek jual beli yaitu status tanah, luasnya,
letaknya, batas-batasnya beserta turutan yang mengikuti tanah
tersebut.

Harga jual beli dan keterangan tentang penerimaan uangnya oleh
pihak Penjual.

Syarat-syarat mengenai jual beli yang dituangkan dalam pasal-

pasal dalam akta jual beli tersebut.'*

102

Caroline Gunawan, Peranan PPAT dalam Perjanjian JualBeli Tanah Hak Milik, Tesis pada

Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003, 81.
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C. Analisis Hukum Islam Terhadap Usaha Pemilik Tanah Tambak
dalam Menyelesaikan Kasus Jual Beli Tanah Tambak Yang
Bersengketa Di J1. Keputih 67, Sukolilo Surbaya

Pada kasus tersebut peilik tanah tambak melaui bapak lurah
Keputih melakukan teguran kepada pihak H. Ahmad Yani melaui
surat teguran. karena pihak H. Ahmad Y ani melakukan pengurukan di
tanah tambak milik Hj. Mu’minah

Dalam hukum Islam usaha pemilik tanah tambak untuk mengrim
adalah teguran atau saling mengingatkan kalau sesama muslim
terdapat kesalahan dalam bermuamalah.

Setelah itu pihak keluarga mengajukan gugatan tanah tambak
tersebut melalui pengacara yang bernama Fasholi , SH, namun pada
prosesnya pengacara tersebut disuap oleh pihak-pihak H. Ahmad
Yani agar tidak melanjutkan proses sengekta tersebut, begitu
selanjuatnya pihak keluarga melalui pengacara yang bernama
Kuswanto, SH, untuk mengurusi senketa tersebut, namun pada
prosesnya pengacara tersebut diintimidasi oleh pihak-pihak H.
Ahmad Yani agar tidak melanjutkan sengekta tersebut.

Dari penjelasan tersebut di atas, dalam hukum Islam hal ini
termasuk usha pemilik tanah tambak melaui jalan mediasi, mediasi
sebagai penyelesaian sengketa alternatif menawarkan cara
penyelesaian sengketa yang khas. Karena prosesnya relatif sederhana,

maka waktunya singkat dan biaya dapat ditekan dalam hal ini
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seseorang pengacara sebagai mediator berusaha untuk menyelsaikan

kauss tersebut.

Setelah proses perkara tersebut terhenti selama 10 tahun Pihak
Keluarga dan seluruh anak-anaknya muli menyadari dan bersatu
untuk mnyelesaikan perkara tersebut dengan cara :

1. Mengadakan muswarah, yaitu pihak keluraga pemilik tanah
tambak dengan pihak yang menyerobot yaitu H. Abd Rochim
dengan kesepakatan mengganti semua kerugian tanah tambak Hj.
Mu’minah yang sudah di serobot oleh ayahnya H. Nurkhasan
dengan harga tanah yang sesuai dengan harga sekarang.'®

2. Pihak keluarga pemilik tanah tambak menggugat H. Ahmad Yani
sebagai tergugat melalui pengacara yang bernama Hafidin, S. HI,
SH, atau salah satu pihak aparatur negara dalam hal ini Polisi atau
TNI denagan kesepakatan pihak keluarga pemilik tanah tambak
tidak mengelurkan biaya sedikitpun dalam penyelesaian kasus
tersebut, arinya slah satu pihak pengacara, Polisis dan TNI yang
menyelesaikan kasus tersebut yang mengeluarkan biaya penuh
dalam penyelesaian kasusny, kalau kasus tersebut sudah final di
pengadilan maka ketentuannya adalah untuk pihak keluarga

pemilk tanah tambak 60 % dan Pihak yang menyelesaikan perkara

'“Muhammad Wahyu Angga Prawira Wawancara, Surabaya, 19 Mei 2014. (Musyawarah anatara
Keluaraga Pemilik Tanah Bapak Nurus Salam dan cucu Hj. Mu’minah serta pihak penyerobot
tanah yaitu Bapak hj. Nurkhasan pada 19 Meli 214 jam 10. 00).
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tersebut mendapat 40 % dari hasil ganti rugi dari pihak Ahmad

Y ani.

Dari penjelasan tersebut di atas hukum islam memandang hal
tersebut merupakan usaha As Su/h (Perdamaian) suatu jenis akad atau
perjanjian untuk mengakhiri perselisihan/pertengkaran antara dua
pihak yang bersengketa secara damai.

Selain penyelesaian secara damai, juga harus melalui jalur
pegadilan Adapun kewenangan yang dimiliki oleh lembaga ini adalah
menyelesaikan perkara-perkara tertentu yang berhubungan dengan
masalah keperdataan, termasuk didalamnya hukum keluarga, dan

masalah jinayat yakni hal-hal yang menyangkut pidana.

. Analisis Hulim Positif Terhadap Usaha Pemilik Tanah Tambak
dalam Menyelesaikan Kasus Jual Beli Tanah Tambak Yang
Bersengketa Di J1. Keputih 67, Sukolilo Surbaya
Dari penjelasan usaha pemilik tanah tambak dalam
menyelesaikan sengketa tanah tambak di atas, usaha keluarga pemilik
tanah tambah sudah sesuai dengan hukum positif, dengan cara:
1) Penyelesaian secara langsung oleh para pihak dengan musyawarah.
Dasar dari musyawarah untuk mufakat ini tersirat dalam Pancasila
sebagai dasar kehidupan bermasyarakat Indonesia dan juga tersirat

dalam UUD 1945.
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2) Mediasi, Keberhasilan mediasi ditentukan itikad baik kedua belah
pihak untuk bersama-sama menemukan jalan keluar yang
disepakati.

3) Penyelesaian melalui Badan Peradilan berdasarkan UU No.
14/1970 jo UU No. 35/1999 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan
Kehakiman; umumnya penyelesaian ini diajukan ke peradilan
umum yang diatur dalam UU No.2/1986 tentang Peradilan Umum
atau apabila yang disengketakan adalah produk tata usaha negara
atau yang digugat pejabat Tata Usaha Negara melalui Peradilan
Tata Usaha Negara yang diatur dalam UU No. 5/1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara, atau apabila menyangkut tanah

wakaf diajukan ke Pengadilan Agama.





